WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 19 A TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG KENDARAAN DINAS
MILIK/ DIKUASAI PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang - a. bahwa pasal 4 ayat (4) huruf a dari Peraturan Walikota Nomor 19
Tahun 2009 tentang Kendaraan Dinas Milik/Dikuasai Pemerintah
Kota Langsa perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b periu

menetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Peraturan Pemerintan Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967),

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan
dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah
Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4073);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Millk Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4855);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan
Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana
telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Qanun  Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah

Nanggroe Aceh DarussalamNomor 03);

18. Qanun Kota.ﬁ



Menetapkan

18. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 3);

19. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan
Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun
2008 Nomor 4),

20. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa
Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 19
TAHUN 2009 TENTANG KENDERAAN DINAS MILIK /DIKUASAI
PEMERINTAH KOTA LANGSA

Pasal i

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun 2009
tentang Kendaraan Dinas Milik/ Dikuasai Pemerintah Kota Langsa
(Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2009 Nomor 19) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf a diubah sehingga berbunyi :

Pasal 4

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional yang dapat dijual adalah
kendaraan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih;

(2) Penjualan kendaraan dinas baru dapat dilakukan, apabila telah ada
kendaraan pengganti dan tidak mengganggu penyelenggaraan
pemerintahan;

(3) Penjualan kendaraan dinas operasional dilakukan dengan cara
pelelangan terbatas.

(4) Yang dapat menjadi peserta atau untuk mengikuti pelelangan
terbatas kendaraan dinas operasional umum adalah :

a. Pimpinan DPRK yang telah mempunyai masa bakti selama 5
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(ima) tahun atau lebih sesuai dengan jenis dan isi silinder

kendaraan dinas yang akan dilelang;

jog

. Pejabat eselon Il, pejabat eselon Ill, pejabat eselon IV dan pejabat
eselon sesuai dengan jenis dan isi silinder kendaraan dinas yang
akan dilelang;

c. Pegawai Negeri yang telah bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun,
sesuai dengan golongan/ pangkat dan jenis serta isi silinder
kendaraan dinas yang akan dilelang;

d. Pemegang salah satu kendaraan dinas berdasarkan keputusan
Walikota Langsa;

e. Calon peserta lelang selama tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun

terakhir belum pernah memperoleh kendaraan dinas apapun juga,

dengan cara apapun juga;

Pasal li

Peraturan ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan .
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal_26 __Mei 2009 M
1 Jumadil Akhir 1430 H

WALIKGTA LANGSAY-P

A0 - zuLKIFTI ZRINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal _26  Mei 2009 M
1 Jumadil Akhir 1430 H

A4 SEKRETARI§DAERAH KOTA LANGSA
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BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2009 NOMOR 19 A



